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NEHES Kepala BPSDM Kemendagri/Pembina Utama (IV/e)
1. Internal Auditor, di Auckland New Zealand - 17 Oktober 1966
2. Risk Based Internal Audit, Queensland University Australia ENGOUNG toner
3. Local Administration, Korea Selatan @ sugenghariyono230@gmail.com
4. Policy Making, Singapore '
5. Regional Planning, London Inggris ° 0811812456
6. Regional Urban Development, UC Irvine USA
7. Library Management, Belanda JI. Taman Makam Pahlawan No. 8 kalibata Jakarta Selatan
8. Studi Strategis, Turki

Pengalaman Jabatan

1. Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Kerjasama Th. 2010 - 2012

2. Kepala Pusat Litbang Kemendagri Th. 2012 - 2015
3. Kepala Pusdatin Setjen Kemendagri Th. 2016 - 2017
4. Inspektur Wil Il Itjen Kemendagri Th. 2017 - 2019
5. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri Th. 2019 - 2020
6. Sahli Mendagri Bidang Kemas dan Hal Th. 2020 - 2021
7. PIt. Dirjen Bina Bangda Kemendagri Th. 2021 - 2022
8. Kepala BPSDM Kemendagri Th. 2022 - skr

}; Penghargaan

1. Piagam Cum Laude dari UGM
2. Piagam Lulusan Terbaik Diklatpim || LAN RI
3. Lulus dengan Pujian PPRA Lemhannas angkatan 50
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|| KEMENDAGRIRI

BA0AR PENCEVBANCAN SUMEER DAVA MANSE
REMITIALAN UALAM MECER:

REPURLIX NDONE A

INDONESIA EMAS
P i impi d isi Ind i 2045
diebnac::jr'\acrl‘en;r:rr:'jnpiIara;erdva:zlarkann ::ii:':sila dan TAH U N 2045
UUD 1945 sebagai dasar berbangsa, bernegara dan
konstitusi. 4 Pilar Visi Indonesia 2045 yaitu:

Pembangunan Manusia PROSPEK PRASYARAT
serta Penguasaan |limu . eCSIAPAN
Pengetahuan dan §ififh DEMOGRAPHY Il INFRATRUKTUR

Teknologi 300 Juta jwa ﬁ%ﬁ% KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA

Pembangunan Ekonomi | °€° $EI§I{JAC\)T_AC\)I\(JS|
Berkelanjutan
EKONOMI 5@3 PERENCANAAN SPASIAL

* No. 4 PDB teratas di dunia

» Penghasilan per kapita —__; EKONOMI & FINANSIAL
Pemerataan Pembangunan US § 29.500 R E(") SUMBER DAYA (aPEN Sehat)

. ergeseran menuju sektor

vang lebih prodtikit STABILITAS MAKRO
* Tumbuhnya sektor jasa STABILITAS POLITIK

ATURAN HUKUM
Pemantapan Ketahanan

Nasional dan Tata Kelola
>Kepemerintaha
bangg
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PRIORITAS KERJA
PRESIDEN RI 2019-2024

= SDM yang pekerja keras, dinamis,
terampil, dan menguasai IPTEK
* Mengundang talenta global

PEMBANGUNAN SDM

* Penghubung produksi dan distribusi
2 PEMBANGUNAN * Mempermudah akses wisata
INFRASTRUKTUR = Mendongkrak lapangan kerja
= Nilai tambah perekonomian
= Kendala regulasi disederhanakan,
3 SIMPLIFIKASI dipotong, dan dipangkas
REGULASI * Omnibus Law

* Penyederhanaan birokrasi menjadi 2

PENYEDERHANAAN (dua) level eselon

BIROKRASI * Peralihan jabatan struktural

menjadi fungsional
AN, | W—Em %

Daya saing manufaktur dan jasa modern

5 TRANSFORMASI bernilai tambah tinggi
EKONOMI
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Mandiri, dan Berdaya Saing

Visi-Misi dan arahan presiden yang terdiri dari Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi,
Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

VISI-MISI PRESIDEN

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Struktur Ekonomi yang Produktif,

Pembangunan yang Merata dan
Berkeadilan

Mencapai Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan
Kepribadian Bangsa

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas
Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan
Memberikan Rasa Aman pada Seluruh
Warga

Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih,
Efektif, dan Terpercaya

Sinergi Pemerintah Daerah dalam
Keraggka Negara Kesatuan

BerAKHLAK  sfkborgga

Serorientosi Pelayanan Akuntabel Kompaten
Hormonis Loyal Adope¥ Koloboratif

peran bangsa

ARAHAN PRESIDEN

1 Pembangunan
DIV

2 Pembangunan
Infrastruktur

G

3 Penyederhanaan®™
Regulasi o

4 Penyederhanaan®
Birokrasi

5 Transformasi
Ekonomi

Sumber: Narasi RPJMN 2020-2024

7 AGENDA PEMBANGUNAN

Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan Berkualitas dan
Berkeadilan

Pengembangan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan

SDM Berkualitas dan Berdaya
Saing

Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan

Infrastruktur untuk Ekonomi
dan Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup, Ketahanan
Bencana, dan Perubahan lklim

Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik

5
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Arah Kebijakan dan Strategi ASN di Daerah

Pembangunan Kewilayahan Tahun 2020-2024
(Narasi RPJMN 2020-2024 Bab 3)

Polhukhankam
(Narasi RPJMN 2020-2024 Bab 8)

1. Konsolidasi 2. Optimalisasi Kebijakan 3. Penegakan Hukum N
Demokrasi Luar Negeri asional Yang Mantap

Arah Kebijakan

Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan
dasar, daya saing, serta kemandirian daerah,

——] 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola | 2 Wlenjege Sta‘bllltas
I I Keamanan Nasional

Sasaran

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus

(Provinsi Aceh, Papua, dan Papua |m————————————— =
Barat) melalui peningkatkan kapasitas daerah | « Kompetensi dan I
otonom dan daerah khusus/daerah istimewa —>  Profesionalitas ASN | Tingkat Pendidikan :
untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, : ASN rendah I
pengelolaan keuangan daerah dan pemenvhan | rFToTT=m==mmmmEmm—————— 1 *Tenaga Spesialis :

I

-
. . . - I Penyederhanaan Eselonisasi dan
pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien : Perluasan Jabatan Fungsional
|

(dengan kompetensi spesifik)

' i ASN masih kurang

I
: Distribusi ASN dengan

1 keahlian fungsional/tertentu
I belum mengacu pada sektor

I : . .
I Perbaikan sistem kesejahteraan
1 ASN dan Pensiunan ASN

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah |

dengan peningkatan kapasitas pemerintah L___/ONdan Pensiunan ASN :
daerah melalui: Lunggulan kewilayahan

0 P T R R R - e e ——————— —
e) Pemngkqtgn kapasitas aparatur daerah : Perlunya Percepatan Penerbitan :
dalam manajemen penyelenggaraan I PP UU ASN |
pemerintahan daerah dan keahlian khusus e L e L L LT e

I Tumpang tindih tugas dan fungsi
: antar lembaga karena belum
I adanya penataan tugas dan fungsi

lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah
termasuk perencanaan pembangunan dan
penganggaran daerah. — Kelembagaan L
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VUCA) P
lingkungan bisnis yang

labil, berubah amat sulitnya memprediksi

cepat dan terjadi dalam : ‘
- - skala besar
Revolusi Industri 4.0 ‘

menyebabkan organisasi dan

bisnis mengalami peningkatan VUCA
Volatility, Uncertainty,
. R AMBIGUITY
Comp I?x:ty Und Amb,gwty ketidakjelasan suatu .
yang biasa dikenal dengan | ejackn 0
istilah ‘VUCA y o
Clarity
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TrRANS FORMAT o

C ulrENT FuTuls
STATE STAYY

Open Government |/ J_A:
I

S~
Smart Government i 1
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° Big Data Driven Policy %% ! Cultural Shiftina
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KEDUDUKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM
PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN OLEH DAERAH PROVINSI

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi
dilaksanakan  oleh  menteri/kepala lembaga  pemerintah
nonkementerian secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri
Dalam Negeri (Psl 8 ayat 3 UU 23 Tahun 2014)

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi,

dilaksanakan oleh:

1. Menteri Dalam Negeri, untuk pembinaan umum; dan

2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian, untuk pembinaan teknis

(Pasal 3 ayat 1 PP 12 Tahun 2017)

Pembinaan umum oleh Mendagri meliputi 10 aspek: pembagian urusan,
pembangunan, keuangan, kepegawaian, kelembagaan, pelayanan publik,
kerjasama daerah, kebijakan daerah, KDh dan DPRD, bentuk pembinaan

lainnya, (Psl 3 PP 12 Tahun 2017)

Setiap Tahun diterbirkan Permendagri ttg 1. RKPD, 2. Pedoman Umum
Penyusunan APBD, 3. Kebijakan Pengawasan

>
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Bt TUGAS DAN FUNGSI BPSDM

TUGAS BPSDM |

PENYELENGGARA PENGEMBANGAN SDM b

| .

Melaksanakan pengembangan SDM
Pemdagri sesuai dengan Ketentuan
peraturan Per-UU an

FUNGSI BPSDM

1. Penyusunan Kebijakan teknis, rencana dan 2 : Pengembangan
Kompetensi

program pengembangan SDM Pemdagri

2. Pelaksanaan Pengembangan SDM Pemdagri

3. Pelaksanaan Penilaian kompetensi SDM
Pemdagri

4. Pelaksanaan Pembinaan, pengembangan
dan pemberdayaan jabatan fungsional
bidang Pemdagri

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengembangan SDM bidang
Pemdagri

6. Pelaksanaan administrasi BPSDM

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
Menteri

Pengembanga
Kompetensi

.

W

Provin

r




Arah Kebijakan Pengembangan SDM

Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

Mengembangkan program Kementerian
Corporate University

2. Mengembangkan program standardisasi, sertifikasi, dan
pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur
pemdagri berbasis teknologi informasi

3. Menyelenggarakan standardisasi dan sertifikasi dalam rangka
pengembangan sumber daya manusia aparatur yang
kompeten dan professional

4. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi sumber daya
manusia aparatur pemerintahan dalam negeri

5. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi
kepamongprajaan dan manajemen kepemimpinan

6. Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Kompetensi bagi
pejabat Fungsional dan Teknis binaan Kementerian Dalam
Negeri/Lembaga terkait

7. Menyelenggarakan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Regional dalam peningkatan aparatur yang kompeten dan

professional.

Dalam Negeri

Rensta BPSDM Kemendagri
2020-2024

1) Sasaran strategis :

Meningkatnya kapasitas dan
kualitas SDM aparatur
pemerintahan dalam negeri

2) Indikator Sasaran Strategis :

Persentase pemenuhan
pengembangan kompetensi
SDM aparatur minimal 20 Jam
Pelajaran (JP) per tahun.
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PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA BPSDM T.A 2024

Pelaksanaan dan
Pengembangan Kompetensi
Standarisasi dan Sertifikasi
sebanyak (686 Orang)

Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kompetensi
fungsional dan teknis
(1.680 orang)

Peningkatan kompetensi
aparatur Pemerintahan
Dalam Negeri lingkup
Regional sebanyak (4.075
orang)

Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kompetensi
pemerintahan dalam negeri
sebanyak (5.038 Orang)

Kegiatan yang menjadi earmark pada BPSDM
Kemendagri adalah kegiatan Latihan Dasar
(Latsar) bagi CPNS yang berasal dari purna
Kepamongprajaan dan praja IP!)N sebanyak 1.629 orang. Kegiatan ini
Manajemen Kepemimpinan menjadi prasyarat pengangkatan Pegawai
sebanyak (1.152 Orang) Negeri Sipil.

Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kompetensi




PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
POLISI PAMONG PRAJA
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ABSOLUT } KONKUREN [PEM. UMUM }

Memprioritaskan
pelaksanaan urusan wajib
yang berkaitan dengan

pelayanan dasar dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan

BerAKHLAK bangga daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

melayani
Hormoris Loyal Adope¥ Koloboratt bangsa




’----------------------------------------

| UU NO. 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH |

----------------------------------------’

\ (
| AYAT(1) | | ! | AVAT(1) |
| H | | AYAT (1) —— - /
\ uruf e J I Huruf b I Q
- .- - \ uru '

P — " 4
i g DIBENTUK SATPOL PP UTK

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB MENEGAKKAN PERDA &

YG BERKAITAN DENGAN KEPALA DAERAH MEMPUNYAI MENYI';LEERNKGA(E’:F’{AKAN
PELAYANAN DASAR MELIPUTI TUGAS MEMELIHARA KETERTIBAN UMUM &
KETENTERAMAN, KETERTIBAN KETENTERAMAN &

UMUM. & PERLINDUNGAN KETERTIBAN MASYARAKAT KETENTERAMAN, SERTA
! MENYELENGGARAKAN
MASYARAKAT PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SATPOL PP MERUPAKAN APARAT PEMERINTAH DAERAH YG MENJALANKAN FUNGSI
MENEGAKKAN PERDA DAN PERKADA, MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM &
KETENTERAMAN, SERTA MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

MELALUI PENEGAKKAN PERDA DAN PERKADA, MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM DAN -
KETENTERAMAN, SERTA MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KONSISTEN MENJAGA CITRA DAN WIBAWA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
' DAERAH

~

BerAKH LAK A

ooooooooooooooooooooooooooooooo

ormonis Loyal Adope# Koloborotf bangsa

"~
1
1
1
1




UU 23 2014

1) Penyelenggaraan pemerintahan daerah
memprioritaskan pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar:

1) Belanja daerah diprioritaskan untuk
mendanai Urusan Pemerintahan Wajib
yang terkait Pelayanan Dasar yang
ditetapkan dengan standar pelayanan
minimal

D>
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SATPOL PP MERUPAKAN
APARAT PEMDA

MENJALANKAN FUNGSI MENEGAKKAN
PERDA/ PERKADA, MENYELENGGARAKAN
R TIBUMTRAS DAN LINMAS
BerAKHLAK  ffbengee,
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Kualitas Personil UU Nomor 23
SDM Pol PP Tahun 2014

P bc
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SATPOL PP

(PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP)

TUGAS

« menegakkan Perda dan Perkada;

* menyelenggarakan ketertiban umum
dan ketenteraman; dan

 menyelenggarakan pelindungan

masyarakat. KEWENANGAN

 Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap
warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

FUNGSI * Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan
hukum  yang mengganggu ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;

 Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga
melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

 Melakukan tindakan administratif terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada,
penyelenggaraan Trantibumlinmas;

Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada,
penyelenggaraan Trantibumlinmas;

Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada,
penyelenggaraan Trantibumlinmas dengan instansi terkait;
Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan
hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;

Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh
Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan PerUU.

>
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DIKLAT DASAR
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JENIS
DIKLAT POL

PERMENDAGRI
No.71 TAHUN 2020

DIKLAT TEKNIS

DIKLAT
FUNGSIONAL
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JPT PRATAMA (30

DIKLAT DASAR
POLISI JP)
PAMONG
PRAJA ADMINISTRATOR (50 JP);
KELOMPOK JPT
DAN JABATAN PENGAWAS DAN
ADMINISTRASI PELAKSANA (60 JP).

DIKLAT DASAR
POLISI PAMONG
PRAJA BAGI PNS

KATEGORI KEAHLIAN

DAN KETERAMPILAN

JENIS YANG DIANGKAT
DIKLAT S8 DALAM FORMASI (100 JP).
JABATAN
DASAR FUNGSIONAL
PERMENDAGRI
No.71 TAHUN 2020 DIKLAT DASAR POLISI
PAMONG PRAJA BAGI PNS
YANG ALIH KATEGORI KEAHLIAN
JABATAN/PERPINDAHAN SAN KETERAMPILAN

DAN YANG (60 P

DISESUAIKAN/INPASSING
KE JABATAN FUNGSIONAL

bangga

>
BerAKHLAK meldyani

bangsa

srorientasi Pelayanan Akuntabel Kompaten

‘armonis Loyal Adape# Koloboratif



1. DIKLAT FUNGSIONAL JENJANG MADYA (120 JP)

2. DIKLAT FUNGSIONAL JENJANG MUDA (120 JP)

JENIS
DIKLAT ~ 3. DIKLAT FUNGSIONAL BAGI POL PP YANG AKAN NAIK
DARI KATEGORI KETERAMPILAN MENJADI KATEGORI
FUNSIONAL KEAHLIAN (120 JP)
PERMENDAGRI
No.71 TAHUN 2020 4. DIKLAT FUNGSIONAL BAGI JAFUNG POL PP DALAM

KATEGORI KETERAMPILAN (100 JP).

>
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1. Diklat Mediasi dan Negosiasi;

2. Diklat Pengendalian Massa,;

3. Diklat Pertolongan Pertama Gawat Darurat

(Bencana);
BEBERAPA 4. Training of Trainer/Diklat Instruktur;
MACAM
DIKLAT 5. Diklat Publik Relation;
TEKNIS

6. Diklat Perencanaan dan Penganggaran Urusan

Trantibumlinmas.;

7. Diklat Inteligen/Deteksi dan Cegah Dini.

>
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PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI POL PP TAHUN 2024

<
o

Nama Kegiatan

Diklat Dasar bagi Jafung Pol PP dari jalur Formasi;

Diklat Dasar bagi JPT, Administrator, Pengawas & Pelaksana;
Diklat Fungsional Jenjang Madya;

Diklat Fungsional Jenjang Muda;

Diklat Fungsional Jenjang Keterampilan;

Diklat Fungsional Alih Kategori;

Diklat Teknis untuk mendukung Pilkada Serentak;
Diklat Teknis Mediasi dan Negosiasi;

Diklat Teknis Inteligen/Deteksi dan Cegah Dini; dan

Diklat Teknis bagi PPNS Penegak Perda.

O OO NO OV B~WwWwNd A

N
o

BerAKH LAK #melaya

bangsa




TERIMA KASIH

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

25



